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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan  instansi pemerintah. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang Negara, logo, dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat.

Ketentuan tentang naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Revisi Pedoman Tata Naskah Dinas nomer 14 tahun 2017. Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas (TND). Petunjuk Teknis TND ini sebagai acuan dalam melaksanakan tata persuratan baik satker Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ditjen P2P untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan penyelenggaraan tata naskah dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam pengelolaan persuratan.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas (TND) di Lingkungan Ditjen P2P ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis intern maupun ekstern yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Ditjen P2P.
C. SASARAN

1. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran penyelenggaraan TND di seluruh unit pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

2. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan TND dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.

3. Tercapainya kemudahan dalam pengendalian komunikasi tulis.

4. Tercapainya penyelenggaraan TND yang efisien dan efektif.

D. ASAS

a. Asas Efektif dan Efisien

Tata cara penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, penentuan spesifikasi informasi secara efektif dan efisien serta penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas sangat diperlukan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas.

b. Asas Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan termasuk jenis, penyusunan naskah dinas, dan tata cara penyelenggaraannya.

c. Asas Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.

d. Asas Keterkaitan

Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan unsur administrasi umum lainnya.

e. Asas Kecepatan dan Ketepatan

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja dan organisasi, naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian, dan distribusi.

f. Asas Keamanan

Naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi/isi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis TND Ditjen P2P, meliputi berbagai kegiatan yang mencakup pengaturan jenis dan susunan naskah dinas, prinsip dan prosedur penyusunan naskah dinas termasuk penggunaan logo, cap dinas, dan amplop serta kewenangan penandatangan naskah dinas di seluruh unit pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

F. PENGERTIAN UMUM

1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas (persuratan, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, singkatan, kearsipan, dan tata ruang perkantoran.

2. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas.

3. Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal isi naskah berdasarkan sistem Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan.

4. Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar pejabat dalam satuan kerja, secara vertikal dan/ atau horizontal. 

5. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan antar unit dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh satuan kerja dengan pihak lain di luar lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.

6. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

7. Lambang Negara adalah simbol Negara yang dituangkan dalam gambar burung Garuda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas lembaga Negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usahan Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

9. Lampiran adalah bahan keterangan yang disertakan pada surat asli sebagai bukti, penguat tambahan terhadap apa yang dinyatakan di dalam surat.

10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal P2P. 

11. Petunjuk Pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanannya.

12. Petunjuk Teknis adalah naskah dinas bimbingan yang merupakan tuntunan operasional/administrasi/teknis setiap pegawai dalam melaksanakan kegiatan.
13. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

14. Tembusan surat adalah hasil penggandaan dari suatu naskah dinas yang jumlahnya sesuai dengan jumlah pejabat atau satuan kerja yang dipandang perlu untuk mengetahui isi surat dan disebut dalam naskah asli sebagai penerima tembusan.

15. Verbal konsep surat adalah rancangan surat yang ditulis dalam bentuk verbal oleh staf atau pejabat yang terkait dengan subtansi isi surat yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang akan menetapkan dan berwenang menandatangani surat tersebut.

16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

BAB II

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Jenis Naskah Dinas

Jenis Naskah Dinas terdiri atas naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, laporan, dan telaah staf. Jenis-jenis naskah dinas antara lain:

1. Naskah Dinas Arahan diantaranya:

a. Naskah Dinas Pengaturan

1) Peraturan 

2) Instruksi

3) Standar Operasional Prosedur (SOP)

4) Surat Edaran

b. Naskah Dinas Penetapan

1) Surat Keputusan

c. Naskah Dinas Penugasan

1) Surat Perintah

2) Surat Tugas

2. Naskah Dinas Korespondensi

a. Naskah Dinas Korespodensi Internal

1) Nota Dinas

2) Disposisi

b. Naskah Dinas Korespodensi Eksternal

1) Surat Dinas

2) Surat Undangan

3. Naskah Dinas Khusus 

a. Surat Perjanjian

b. Surat Kuasa

c. Berita Acara

d. Surat Keterangan

e. Surat Pengantar

f. Pengumuman

4. Naskah Dinas Laporan

5. Telaahan Staf

6. Sertifikat

a. Sertifikat Umum

b. Sertifikat yang dikeluarkan B/BTKLPP

1) Sertifikat Hasil Uji

2) Surat Pengantar Hasil Uji

3) Formulir Penerimaan Sampel

c. Sertifikat/dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

1) Buku Vaksinasi Internasional atau Profilaksis (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis).
2) Buku Kesehatan Kapal (Ship’s Health Book).
3) Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan (Port Health Quarantine Clearance).
4) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC)).
5) Sertifikat Pengawasan Kualitas Air (Certificate of Water Quality Control).
6) Lampiran Sertifikat Pengawasan Air.
7) Sertifikat Izin Karantina (Certificate of Pratique (CoP)).
8) Sertifikat Sanitasi Hapus Serangga Di Pesawat (Certificate of Knockdown Disinsection).
9) Plakat Tingkat Mutu Higiene Sanitasi (Placard of Hygiene Sanitation Quality Grade).
10) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga (Certificate of Eligibility for Hygiene Sanitary of Food Service).
11) Surat Keterangan Pengujian Kesehatan (Certificate of Medical Examination).
12) Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal (Ship's Certificate of Medicine).
13) Surat Izin Angkut Orang Sakit (Travel Clearance).
14) Surat Izin Angkut Jenazah (Human Remains Transit Permit)
15) Surat Ijin abu jenazah
16) Surat Keterangan Kelaikan Terbang Penumpang (Fitness for Air Travel/Medical Certificate)
17) Sertifikat Kesehatan/ Health Certificate
18) Formulir-formulir pelengkap KKP seperti :
a) Formulir Rujukan Pasien TKI dan Non TKI

b) Formulir Penggantian Petugas Jaga 

c) Formulir Laporan Hasil pemeriksaaan Kapal dalam Karantina 

d) Formulir Pemeriksaan Kesehatan ABK dan Penumpang

e) Formulir Pemeriksaan Sampel

f) Formulir Catatan Medic
g) Formulir Pendaftaran Vaksinasi

h) Formulir Lembar Informasi

7. Permohonan Izin
8. Cuti

a. Form Cuti Tahunan

b. Form Cuti Sakit

c. Form Cuti Alasan Penting

d. Form Cuti Besar

e. Cuti Bersalin

f. Form Cuti di Luar Tanggungan Negara

1) Form permintaan Cuti di Luar Tanggungan Negara
2) Form Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara

3) Form Pengaktifan kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara 

4) Formulir Laporan Telah Selesai MenjalankanCuti di Luar Tanggungan Negara.
5) Formulir Untuk Penyaluran Penempatan Pada Instansi Lain
B. Format Naskah Dinas

1. Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

a. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan, Instruksi, SOP, dan Surat Edaran. 

1) Peraturan

Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. Yang masuk dalam peraturan adalah Peraturan Menteri dan Peraturan Pimpinan Unit Eselon I, termasuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Tata naskah dinas untuk peraturan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Instruksi

a) Pengertian 

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.    

b) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah pimpinan tertinggi lembaga
c) Susunan

(1) Kepala 

Bagian kepala instruksi terdiri dari :
i. kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 
ii. kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 
iii. kata  instruksidan nama  jabatan pejabat yang   menetapkan, yang  ditulis dengan huruf  kapital secara simetris;
iv. nomor instruksi, yang  ditulis dengan huruf  kapital secara simetris; 
v. kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

vi. judul instruksi, yang  ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan  

vii. nama jabatan pejabat  yang  menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris.  

(2) Konsiderans

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari: 

i. kata Menimbang, yang memuat latar belakang  penetapan instruksi; dan  

ii. kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi. 

(3) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

(4) Kaki 

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri dari: 

i. tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal penetapan instruksi; 

ii. nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; 

iii. tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan  

iv. nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

d) Distribusi dan Tembusan Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 

e) Hal yang Perlu Diperhatikan 

i. Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan.  

ii. Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
3) SOP

Tata naskah dinas untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Surat Edaran

a) Pengertian Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran adalah pimpinan tertinggi lembaga, dapat dilimpahkan kepada pimpinan sekretariat lembaga atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran.

c) Susunan

(1) Kepala 

Bagian kepala surat edaran terdiri dari :

i. kop surat edaran yang ditandatangani sendiri atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

ii. kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

1) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran; 

2) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris; 

3) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis  dengan huruf  kapital secara simetris; dan

4) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. 

(2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran, maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran, ruang lingkup diberlakukannya surat edaran, peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran, isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak, penutup. 

(3) Kaki 

Bagian Kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf  kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) tanda tangan pejabat penanda tangan; 

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan 

(5) cap dinas.

d) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.
b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

1) Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk :

i. Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;

ii. Menetapkan/mengubah/membubarkansuatukepanitiaan/tim; dan

iii. Menetapkan pelimpahan wewenang.
2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah pejabat tertinggi pada setiap unit kerja, satuan kerja, atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang.
3) Susunan

(1) Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri dari:

a) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk pejabat negara atau logo dan nama instansi untuk pejabat eselon I, II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

b) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

c) nomor Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

d) kata penghubung tentang,ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

e) judul Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

f) kalimat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

g) nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

(2) Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri dari:

a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan; dan

b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran Keputusan.

(3) Diktum

Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal berikut:

a) diktum dimulai dengan kata memutuskanditulis dengan huruf kapital dan diikuti dengan kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital.

b) substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

c) untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan diuraikan bukandalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya ditulis dengan huruf kapital.

(5) Kaki

Bagian kaki Keputusan terdiri dari:

a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan;

b) jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan; dan;
d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar dan NIP.

4) Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.

5) Hal-hal yang perlu diperhatikan 

i. naskah yang asli yang diparaf harus disimpan sebagai arsip.

ii. Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

c. Naskah Dinas Penugasan

1) Surat Perintah 

a) Pengertian

Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah, yang memuat apa yang harus dilakukan.Surat perintah digunakan untuk penunjukan sebagai pejabat pelaksana tugas maupun pelaksana harian.

b) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c) Susunan

(1) Kepala

Bagian kepala Surat Perintah terdiri dari:

1) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabat eselon I kebawah;

2) kata surat perintah, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
3) nomor, berada di bawah tulisan Surat Perintah.

(2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari halberikut:

i. konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar:pertimbangan memuat alasan ditetapkannya Surat Perintah; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Perintah tersebut.

ii. diktum dimulai dengan kata memberi perintah, ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. Di bawah kata kepadaditulis kata untuk disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

(3) Kaki

Bagian kaki Surat Perintah terdiri dari:

i. tanggal Surat Perintah;

ii. nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

iii. tanda tangan pejabat yang menugasi;

iv. nama lengkap pejabatyang menandatangani Surat Perintah, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya dan mencantumkan NIP;dan

v. cap dinas.

d) Distribusi dan Tembusan

i. Surat perintah disampaikan kepada yang mendapat tugas

ii. Tembusan surat perintah disampaikan kepada unit kerja/satuan kerja yang terkait.

e) Hal yang perlu diperhatikan

i. Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar.

ii. Surat Perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan.

iii. Surat Perintah mengacu pada Surat Kepala BKN Nomor K.26/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 mengenai Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas dan Surat Kepala BKN Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 mengenai Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian.

iv. Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.
2) Surat Tugas

a) Pengertian

Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan.
b) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. Apabila atasan yang berwenang menandatangani lokasinya terletak jauh, maka dapat menggunakan atas nama pejabat tersebut. 

Contoh:

a.n. 
Direktur Jenderal Pencegahan dan                     Pengendalian Penyakit, 





Kepala KKP Kelas I Denpasar,





dr. H. Lucky Tjahjono, M.Kes





NIP 195811171982031002

c) Susunan 

(1) Kepala

Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari:

1) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabat  eselon I ke bawah;

2) kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

3) nomor, berada di bawah tulisan surat tugas.

(2) Batang Tubuh


Bagian batang tubuh Surat Tugas terdiri dari hal berikut:

1) Alinea pembuka meliputi pertimbangan dan/atau dasar: pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas.

2) Isi dari memberikan tugas kepada di letakan menjorok ke dalam (nama, NIP, pangkat, dan jabatan pegawai yang mendapat tugas).

3) Kata untuk, disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dan mencantumkan ketentuan tidak/melakukan rekam kehadiran datang dan/atau pulang.

(3) Kaki

Bagian kaki Surat Tugas terdiri dari:

i. Tanggal Surat Tugas;

ii. Nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

iii. Tanda tangan pejabat yang menugasi;

iv. Nama lengkap pejabat dan gelar yang menandatangani Surat Perintah, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya dan mencantumkan NIP; dan

v. Cap dinas.
d) Distribusi dan Tembusan

i. Surat tugas diberikan kepada yang mendapat tugas untuk diserahkan ke penyelenggara kegiatan; dan

ii. Arsip surat tugas disimpan di Tata Usaha satuan kerja.

e) Hal yang perlu diperhatikan

i. Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugaskan tetap dilengkapai dengan nama, NIP, pangkat dan jabatan. Apabila tidak cukup dituliskan dalam satu halaman, maka dapat dicantumkan kedalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, NIP, pangkat, jabatan, dan keterangan;

ii. Surat Tugas tidak berlaku setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan; 
iii. Apabila pegawai yang diberi tugas belum membuat surat tugas dapat diganti dengan surat keterangan; dan;
iv. Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

2. Naskah Dinas Korespodensi

a. Naskah Dinas Korepodensi Internal

1) Nota Dinas

a) Pengertian 

Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju.
b) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan 


    Nota Dinas dibuat oleh :
a) Antar pejabat struktural secara horizontal dalam lingkungan internal satuan kerja; atau 

b) pejabat secara vertikal dalam satu lingkungan satuankerja atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c) Susunan

(1) Kepala

Bagian kepala Nota Dinas terdiri dari:
1) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabat eselon I ke bawah;

2) Kata nota dinas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

3) Kata nomor, ditulis dengan huruf awal kapital, secara simetris;

4) Kata Yth, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda baca titik;

5) Kata Dari,ditulis dengan huruf awal kapital;

6) Kata Hal, ditulis dengan huruf awal kapital;dan
7) Kata Tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital.

(2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka,isi dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

(3) Kaki

Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat dengan gelar dan tembusan (jika perlu) tanpa mencantumkan NIP.

d) Hal yang perlu diperhatikan

a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas.

b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan internal satuan kerja.

c) Nota Dinas bisa digunakan sebagai surat undangan di lingkungan internal satuan kerja.

d) Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

2) Disposisi

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tidak lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika disposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk.

b. Naskah Dinas Korespodensi Eksternal

1) Surat Dinas

Jenis naskah dinas korespondensi eksternal hanya ada satu,  yaitu Surat Dinas.

a) Pengertian

Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Satuan Kerja dan di luar Kementerian Kesehatan.

b) Wewenang Penandatangan

Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c) Susunan

(1) Kepala

Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari :

Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabat  eselon I ke bawah;

1) Nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;

2) Tempat dicantumkan apabila berbeda dengan alamat yang ada di kop surat dan diikuti dengan tanggal pembuatan surat, yang diketik sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

3) Kata Yth., yang ditulis dibawah hal, diikuti dengan nama atau jabatan yang dikirimi surat; dan
4) Alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

(2)  Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup.

(3)  Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

1) Nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;

2) Tanda tangan pejabat;

3) Nama lengkap, pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital dan mencantumkan NIP (kecuali naskah dinas yang ditandatangani menteri);

4) Cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan

5) Tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).

d) Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.
e) Hal yang perlu Diperhatikan

a. Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas;

b. Sifat surat dinas tidak dicantumkan apabila surat dinas bersifat biasa;

c. Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya;

d. Lampiran tidak dicantumkan apabila tidak ada lampiran yang menyertainya; dan

e. Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

f. Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.
2) Surat Undangan

1) Pengertian 

Surat undangan adalah naskah dinas eksternal yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan.

2) Kewenangan

Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

3) Susunan 

a) Kepala




     Bagian kepala surat undangan terdiri dari:

(1) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatanatau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabat  eselon I ke bawah;

(2) Nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas;

(3) Tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atau sejajar/sebaris dengan nomor; dan

(4) Kata Yth., ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama atau jabatan, dan alamat yang menerima surat undangan (jika diperlukan).

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari:

(1) Alinea pembuka

(2) Isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, 

waktu, tempat, dan acara.

(3) Alinea penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

4) Hal yang Perlu Diperhatikan

a. Format surat undangan sama dengan format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang menerimasurat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran.

b. Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.

c. Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

3. Naskah Dinas Khusus

a. Surat Perjanjian

1) Pengertian

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antarkedua belah pihakatau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
2) Jenis Perjanjian

Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan luar negeri.
1.1 Perjanjian Dalam Negeri

Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama. 

a. Wewenang dan penandatangan

Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
b. Susunan

1) Kepala 

Bagian kepala surat terdiri dari:

a) Lambang negara untuk Menteri Kesehatan diletakkan secara simetris, atau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabat  eselon I ke bawah, yang diletakkan di sebelah kanan atas (Pihak Kedua) dan kiri atas (PihakPertama), disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga;
b) Judul perjanjian; dan 

c) Nomor

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerjasama,ruang lingkup kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.
3) Kaki

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi materai dan capsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Hal yang Harus Diperhatikan

1) Untuk naskah dinas Perjanjian tidak menggunakan kop surat. 

2) Penomoran Surat Dinas mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Kesehatan.
1.2 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara. Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari Kementerian Kesehatan, baik pusat maupun daerah, serta Perwakilan Kementerian Kesehatan di luar negeri.

a. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

1) Pembuatan perjanjian internasional dibuat melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan naskah, dan penandatangan;

2) Perjanjian internasional dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;dan

3) Apabila Kementerian Kesehatan mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Kementerian Luar Negeri.

b. Susunan

1) Kepala 


Bagian kepala surat terdiri dari :

a) Lambang negara masing-masing pihak yang diletakkan   di tengah atas;

b) Nama pihak yang mengadakan perjanjian internasional; dan 

c) Judul perjanjian internasional.

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh terdiri dari :

a) Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian internasional;

b) Keinginan para pihak;

c) Pengakuan para pihak terhadap perjanjian internasional tersebut;

d) Rujukan terhadap surat minat/surat kehendak;

e) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan 

f) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.

3) Kaki 

Bagian kaki terdiri dari :

a) Nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul perjanjian internasional;

b) Tempat dan tanggal penandatangan perjanjian internasional;

c) Penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian internasional; dan 

d) segel asli.
b. Surat Kuasa

Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers).

1) Pengertian

a) Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan; dan

b) Surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa.

2) Susunan

1) Kepala


Bagian kepala Surat Kuasa terdiri dari:

a) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatanatau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabateselon I ke bawah;

b) Judul surat kuasa; dan
c) Nomor surat kuasa.
2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan.

3) Kaki

Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama, NIP (bila ada)dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Surat Kuasa dalam bahasa Inggris tidak menggunakan meterai dan cap.

3) Hal yang Harus Diperhatikan

Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

c. Berita Acara

1) Pengertian

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu prosespelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

2) Susunan

1) Kepala

Bagian Kepala berita acara terdiri dari:

a) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabat eselon I ke bawah;

b) judul berita acara ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris; dan

c) nomor berita acara ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari:

a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;

b) substansi berita acara;

c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan 

d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

3) Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.

3) Hal yang Harus Diperhatikan

Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.
4) Lampiran Berita Acara

Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar aset/arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara.
d. Surat Keterangan

1) Pengertian

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal, peristiwa atau tentang seseorang untuk kepentingan kedinasan

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

1) Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari:

a) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatanatau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabateselon I ke bawah;

b) Judul surat keterangan ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris; dan

c) Nomor surat keterangan ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang  menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.

3) Kaki 

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabatyang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

4) Hal yang Harus Diperhatikan

Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

e. Surat Pengantar

1) Pengertian

Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan 

1) Kepala

 Bagian kepala surat pengantar terdiri dari:

a) Kop naskah dinas;

b) Nomor;

c) Tanggal;

d) Nama jabatan/alamat yang dituju; dan

e) Tulisan surat pengantarditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri dari:

a) Nomor urut;

b) Jenis yang dikirim;

c) Banyaknya naskah dan barang; dan

d) Keterangan.

3) Kaki

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari:

a) Pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:

1) Nama jabatan pembuat pengantar;

2) Tanda tangan;

3) Nama dan NIP; dan

4) Cap dinas.

b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:

1) Nama jabatan penerima;

2) Tanda tangan;

3) Nama dan NIP;

4) Cap dinas;

5) Nomor telepon instansi; dan

6) Tanggal penerimaan.

4) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap, lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

b) Penomoran surat pengantar mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan Ditjen P2P.

f. Pengumuman

1) Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai/perseorangan/lembaga baik di dalam maupun di luar Kementerian Kesehatan.
2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk

3) Susunan

1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri dari:

a) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatanatau logo Kementerian Kesehatan untuk pejabateselon I ke bawah;

b) Tulisan pengumuman keterangan ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris;

c) Nomor surat keterangan ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris;

d) Kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumumanditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris; dan

e) Rumusan judul pengumuman, ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang.
2) Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya memuat :

a) Alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan

c) Pemberitahuan tentang hal tertentu.

3) Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri dari:

a) Tempat dan tanggal penetapan;

b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d) Nama lengkap yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital; dan

e) Cap dinas.
4) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu.

b) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat acara pelaksanaan teknis suatu peraturan.

c) Penomoran Pengumuman mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen P2P.

4. Naskah Dinas Laporan

a) Pengertian

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

b) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/staf yang diserahi tugas.

c) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari:

1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud, dan tujuan serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

2) Materi Laporan, yang terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhinya, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan

4) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/permintaan arahan/ucapan terima kasih.
c) Kaki

Bagian kaki Laporan terdiri dari:

1) Tempat dan tanggal pembuatan laporan;

2) Nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan huruf awal kapital;

3) Tanda tangan; dan

4) Nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital.

5. Telaahan Staf

a) Pengertian

Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.

b) Susunan 

a) Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari:

1) judul telaahan staf diletakkan secara simetris di tengah atas; dan

2) uraian singkat tentang permasalahan.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari:

1) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;

2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan terjadi di masa yang akan datang;

3) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah;

4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;

5) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan

6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

c) Kaki

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah,  yang terdiri dari:

1) Nama jabatan pembuat telaahan staf, ditulis dengan huruf awal kapital;

2) Tanda tangan;

3) Nama lengkap tanpa mencantumkan NIP dan cap dinas; dan

4) Daftar lampiran (jika diperlukan).

6. Sertifikat

a. Pengertian

Sertifikat adalah surat penghargaan atau surat keterangan tertulis yang tercetak dan dikeluarkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengikuti suatu kegiatan atau telah memenuhi standar/prosedur/syarat yang ditetapkan.

b. Wewenang Penandatanganan

Sertifikat ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

Tata naskah dinas untuk sertifikat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jenis Sertifikat

1) Sertifikat Umum

2) Sertifikat yang dikeluarkan B/BTKLPP

a. Sertifikat hasil uji

Sertifikat hasil uji adalah surat keterangan hasil uji tertulis yang dicetak dan dikeluarkan oleh instansi yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang sebagai bukti telah dilakukan pengujian sampel (Permenkes No. 27 tahun 2013). 

b. Formulir surat pengantar laporan hasil pengujian dan kalibrasi
Adalah format/dokumen yang memuat pengantar laporan hasil pengujian/kalibrasi dan sudah disahkan oleh Kepala Balai atau pejabat yang dilimpahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku(Permenkes No. 27 tahun 2013).
c. Formulir penerimaan sampel

Adalah format/dokumen yang memuat data penerimaan sampeldan data pendukung untuk proses pengujian/kalibrasi serta disahkan oleh pengantar sampel dan penerima sampel(Permenkes No. 27 tahun 2013).

3) Sertifikat/dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

a) Buku Vaksinasi Internasional atau Profilaksis (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis).
Adalah Surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu. (Permenkes No.13 tahun 2016)
b) Buku Kesehatan Kapal (Ship’s Health Book).
Adalah Buku kesehatan kapal yang fungsinya adalah sebagai sarana informasi kondisi kesehatan kapal antar KKP seperti tindakan apasaja yang perlu dilakukan pada saat kapal tiba apakah tindakan penyehatan atau tidak

(UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut, Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kesehatan)
c) Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan (Port Health Quarantine Clearance).
Adalah Surat pemberian izin kapal untuk berlayar karena kapal dalam kondisi sehat termasuk Anak Buah Kapal.

(PP No. 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kesehatan dan Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pelabuhan)
d) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC)).
Adalah dokumen kapal yang menerangkan kondisi sanitasi kapal yang bebas tindakan atau telah dilakukan tindakan sanitasi (Permenkes nomor 40 tahun 2015)
e) Sertifikat Pengawasan Kualitas Air (Certificate of Water Quality Control).
Adalah Sertifikat yang dikeluarkan apabila air memenuhi syarat air minum (Permenkes no. 736 tahun 2010)
f) Sertifikat Pengawasan Air.
Adalah Sertifikat yang berisi keterangan tentang kualitas air baik memenuhi syarat atau tidak. (Permenkes nomor 736 tahun 2010)

g) Sertifikat Izin Karantina (Certificate of Pratique (CoP)).
Adalah sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri dan atau daerah terjangkit (Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pelabuhan, PP No. 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut Pasal 21 dan IHR 2005).
h) Sertifikat Sanitasi Hapus Serangga Di Pesawat (Certificate of Knockdown Disinsection).
Adalah sertifikat yang diberikan setelah pengawasan hapus serangga di pesawat dengan metode knockdown (
i) Plakat Tingkat Mutu Higiene Sanitasi (Placard of Hygiene Sanitation Quality Grade). (Kepmenkes 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran)
j) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga (Certificate of Eligibility for Hygiene Sanitary of Food Service).
Adalah bukti tertulis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa Depot Air Minum telah memenuhi syarat Baku Mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
k) Surat Keterangan Pengujian Kesehatan (Certificate of Medical Examination).
l) Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal (Ship's Certificate of Medicine).
Adalah sertifikat yang diterbitkan oleh KKP kepada agen pelayaran yang telah memenuhi kelengkapan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan selama perjalanan pelayaran dalam kurun waktu enam bulan (PP No. 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kesehatan)
m) Surat Izin Angkut Orang Sakit (Travel Clearance).
Adalah Surat yang diberikan kepada seseorang yang telah dinyatakan tidak menderita penyakit menular kekarantinaan yang ditandatangani oleh dokter pelabuhan dan dinyatakan dapat melanjutkan perjalanan (Permenkes Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
n) Surat Izin Angkut Jenazah (Human Remains Transit Permit)
Adalah Surat yang diberikan kepada pemohon yang akan membawa/mengangkut jenazah/kerangka dari satu daerah ke daerah lain/satu Negara ke Negara lain setelah dinyatakan tidak membawa atau menderita penyakit menular yang dikeluarkan oleh dokter pelabuhan di KKP.
o) Surat Keterangan Kelaikan Terbang Penumpang (Fitness for Air Travel/Medical Certificate)
Adalah surat yang diberikan kepada seseorang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan laik/tidak laik melakukan perjalanan udara yang ditandatangani oleh dokter pelabuhan
p) Formulir-formulir pelengkap KKP seperti :
i. Formulir Rujukan Pasien TKI dan Non TKI

Adalah surat yang diberikan kepada seseorang setelah dilakukan tindakan medis oleh dokter pelabuhan dan dinyatakan perlu mendapatkan perawatan kesehatan lanjutan (Permenkes 256 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP)

ii. Formulir Penggantian Petugas Jaga 

iii. Formulir Laporan Hasil pemeriksaaan Kapal dalam Karantina 

iv. Formulir Pemeriksaan Kesehatan ABK dan Penumpang

v. Formulir Pemeriksaan Sampel

vi. Formulir Catatan Medic
vii. Formulir Pendaftaran Vaksinasi

Adalah formulira yang harus diserahkan oleh pemohon untuk mendapatkan pelaksanaan vaksinasi

viii. Formulir Lembar Informasi

7. Cuti

Jenis-Jenis Cuti:

a. Cuti Tahunan

1) PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. 

2) Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. 

3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. 

4) Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

b. Cuti Sakit

1) PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.

2) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. 

3) Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. 

4) Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

5) Jangka waktu cuti sakit dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

6) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan, PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

9) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

c. Cuti Besar

1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. 

2) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama. 

3) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. 

4) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. 

5) Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar

d. Cuti Karena Alasan Penting

PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: 

1) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; 

2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau 

3) melangsungkan perkawinan.

4) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.

e. Cuti Melahirkan

1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan

2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar.

3) Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan.

f. Cuti Bersama

1) Presiden dapat menetapkan cuti bersama. 

2) Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. 

3) PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

4) Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

g. Cuti di Luar Tanggungan Negara

1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara

2) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. 

3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya

g. Formulir Cuti

a. Formulir Cuti Tahunan

b. Formulir Cuti Sakit

c. Formulir Cuti Besar

d. Formulir Cuti Karena Alasan Penting

e. Formulir Cuti Melahirkan

f. Formulir  Cuti Diluar Tanggungan Negara

1) Form Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara

2) Form Pengaktifan kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara
3) Form Laporan Untuk Penyaluran Penempatan Pada Instansi Lagi

BAB III

PENYUSUNAN NASKAH DINAS
A. PRINSIP

Penyusunan naskah dinas memperhatikan prinsip:

1. Kejelasan berarti harus memperhatikan aspek fisik dan materi.

2. Ketelitian berarti harus sesuai dengan bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur dan kaidah bahasa.

3. Tepat dan akurat berartiyang dikemukakan dalam naskah dinas adalah fakta yang benar.

4. Singkat dan padat, berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, efektif, singkat dan lengkap.

5. Logis dan meyakinkan berarti naskah yang disusun harus runtut dalam penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dan dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan sehingga mudah dipahami oleh penerima naskah dinas.

6. Pembakuan naskah sesuai dengan peraturan berarti naskah yang disusun harus mengikuti aturan yang berlaku.
B. PROSEDUR
1. Penyusunan Konsep

Setiap naskah dinas yang akan ditindaklanjuti wajib dilakukan dengan penyusunan konsep yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Konsep naskah dinas disusun/disiapkan oleh pejabat dengan menggunakan verbal konsep.

b. Setiap verbal konsep yang diajukan kepada pimpinan wajib terlebih dahulu dicermati oleh pejabat tata usaha mengenai:

1) Redaksi, sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

2) Bentuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

c. Konsep naskah dinas dicetak di balik verbal, jika konsep naskah dinas lebih dari satu halaman dapat menggunakan lembar berikutnya.
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Contoh:

Format Verbal mengenai Hasil Kunjungan Lapangan Joint Malaria Programme Review 2016 yang ditandatangani Direktur P2PTVZ, dari unit pengolah Subdit Malaria.
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Format Verbal mengenai Surat Edaran yang ditandatangani Menteri Kesehatan, dari unit pengolah Subdit Imunisasi.
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Contoh:

Format Verbal mengenai Surat Edaran yang ditandatangani Direktur Jenderal P2P, dari unit pengolah Subdit Imunisasi.
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2. Persetujuan Konsep

Dalam persetujuan konsep harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila isi naskah dinas dan lampirannya menyangkut lebih dari satu unit kerja, verbal konsep tersebut harus terlebih dahulu diedarkan dan disetujui oleh pejabat-pejabat secara hierarki dari unit terkait.

b. Verbal konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, terlebih dahulu diajukan dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal.

c. Verbal konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal P2P, terlebih dahulu diajukan dan disetujui oleh Sesditjen P2P.

d. Verbal konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, terlebih dahulu diajukan dan disetujui oleh Kepala Bagian yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

e. Verbal konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala UPT, terlebih dahulu diajukan dan disetujui oleh Kabag Tata Usaha/Kasubbag Tata Usaha.

f. Verbal konsep surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan Kepala Bagian Hukormas.

g. Verbal konsep surat edaran yang ditandatangani oleh Dirjen P2P, terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala Bagian Hukormas.

h. Verbal konsep sambutan Menteri Kesehatan sebelum diajukan dan disetujui olehSekretaris Jenderal terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala Biro Komunikasidan Pelayanan Masyarakat.

i. Verbal konsep naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama menteri terlebih dahulu disetujui oleh eselon I yang terkait dengan substansi naskah dinas.

j. Verbal konsep sambutan Sekretaris Jenderal terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. 

k. Sebagai tanda persetujuan konsep tersebut, pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas, wajib membubuhkan paraf dan tanggal pada verbal konsep naskah dinas.

l. Naskah dinas akhir wajib dibubuhi paraf oleh dua pejabat terakhir yang memberi paraf di verbal.

m. Pada verbal untuk naskah dinas korespondensi wajib dibubuhi paraf pejabat tata usaha dipojok kanan bawah.

n. Apabila isi naskah dinas tentang keuangan dan kebijakan yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, maka setiap halaman naskah dinas dan lampirannya harus diparaf oleh minimal pejabat eselon II unit penyelenggara.

3. Registrasi Naskah Dinas

a. Kode klasifikasi surat sudah terlebih dahulu dicantumkan dalam surat dengan disediakan kolom/ruang untuk pemberian nomor.

b. Setelah  naskah dinas mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, konsep tersebut diregistrasi dan diberi nomor naskah dinas dan tanggal dengan tinta basah berwarna biru. Registrasi naskah dinas merupakan segmen penting dalam pemberkasan, sehingga dapat disusun berdasarkan kronologis dan memberikan kemudahan temu balik. 

c. Penomoran naskah dinas berupa peraturan perundang-undangan hanya menggunakan nomor urut dan tahun berjalan.

d. Naskah akhir setiap verbal pembentukan Keputusan Menteri, kecuali dalam hal pengangkatan pegawai dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

e. Naskah akhir setiap verbal pembentukan Peraturan Direktur Jenderal dilakukan oleh Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

4. Pengetikan 

Setelah naskah dinas tersebut diregistrasi, konsep diteruskan kepada unit pengolah untuk dibuat naskah akhir. Beberapa hal harus diperhatikan dalam pengetikan naskah:

a. Bentuk Naskah Dinas

Bentuk naskah dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

1) Naskah dinas dalam bahasa Indonesia menggunakan bentuk setengah lurus atau setengah balok (semi block style).
2) Naskah dinas dalam bahasa Inggris menggunakan bentuk lurus atau bentuk balok (block style).

b. Ukuran dan jenis kertas

1) Ukuran

Untuk keseragaman tata naskah dinas, ukuran kertas yang digunakan sebagai berikut:

a) Naskah dinas arahanmenggunakan kertas F4 berukuran 210 x 330 mm( 8,5 x 13 inci);

b) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang berukuran 210 x 297 mm ( 8¼ x 11¾ inci);   

c) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 210 x 297mm ( 8¼ x 11¾ inci);   

d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 210 x 297 mm (8¼ x 11¾ inci); dan 

e) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 210 x 297 mm ( 8¼ x 11¾ inci).

2) Jenis Kertas

a) Untuk naskah dinas, digunakan jenis kertas HVS putih 80 gram.

b) Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh menteri menggunakan kertas Conqueror berlogo Garuda dan diperoleh dari TU menteri.

c. Bentuk Huruf (fonts)

Setiap tulisan naskah dinas kecuali pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan bentuk hurufArial ukuran 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) dan spasi 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu setengah).

d. Ruang Tepi (Margin)

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. 

Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:Ruang tepi atas, apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;

1) Ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;

2) Ruang tepi kiri :  sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas;

3) Ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

5. Pembubuhan Paraf

Naskah akhir terlebih dahulu diteliti dan diparaf oleh pejabat setingkat di bawah pejabat penanda tangan di akhir nama jabatan. Selanjutnya pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan memberikan paraf di awal nama jabatan. Naskah akhir Naskah dinas dibuat menjadi dua rangkap, dengan pembubuhan paraf ditempatkan pada lembar naskah dinas pertama.

a. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh menteri di lingkungan direktorat jenderal, pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh pimpinan unit eselon Iterkait di awal nama jabatanpenandatangan dan sekretaris jenderal di akhir nama jabatan penandatangan. 

Contoh:
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b. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal di lingkungan direktorat jenderal pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh pimpinan unit eselon II terkait di awal nama jabatan penandatangan dan pimpinan unit eselon I di akhir nama jabatan penandatangan.

Contoh :
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c. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal P2P di Lingkungan Direktorat Jenderal P2P, pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh pejabat Eselon II terkait di awal nama jabatan penandatangan dan Sesditjen P2P di akhir nama jabatan penanda tangan. 

Contoh :
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d. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sesditjen P2P di lingkungan Setditjen P2P, pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh pejabat eselon IV terkait di awal nama jabatan penandatangan dan pejabat eselon III terkait di akhir nama jabatan penandatangan.

Contoh I :
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Contoh II :

Untuk Naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur di lingkungan Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, pembubuhan parafterlebih dahulu di lakukan oleh pejabat Tata Usaha (Eselon IV) terkait di awal nama jabatan penandatangan dan pejabat eselon III terkait di akhir nama jabatan penandatangan.
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e. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Direktorat Jenderal P2P,  pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh pimpinan unit eselon III terkait di awal nama jabatan penandatangan dan pimpinan unit eselon II di akhir nama jabatan penandatangan.
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f. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPT (Eselon II) di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh pimpinan unit eselon III terkait di awal nama jabatan penandatangan dan Kabag Tata Usaha di akhir nama jabatan penandatangan.
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g. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPT (Eselon III) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh pimpinan unit eselon IV terkait di awal nama jabatan penandatangan dan kasubbag tata usaha di akhir nama jabatan penandatangan.
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menjadi dasar ditetapkannya
Surat Edaran

Memuat isi edaran mengenai
ditetapkannya hal tertentu
yang dianggap mendesak

Kota sesuai dengan alamat
instansi dan tanggal
penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama
Lengkap yang di tulis dengan
huruf kapital di cetak tebal dan
tidak mencantumkan gelar

Daftar pejabat yang menerima

tembusan Surat Edaran
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a. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA IS

SURAT PERINTAH
NOMOR Loz

Menimbang: ~ a. bahwa

b. bahwa

Memberi Perintah

Nama
NIP
Pangkat/Gol : ..
Jabatan

1
2
8.

4. dan seterusnya

Tanggal, Bulan, Tahun
Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Kilasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Memuat peraturan/dasar

ditetapkannya Surat Perintah

Pejabat/pegawai
menerima perintah

Memuat substansi arahan

yang diperintahkan

Tanggal Penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama
yang di tulis dengan huruf
awal kapital di cetak tebal




6. Warna Tinta

Tinta yang digunakan untuk penulisan surat berwarna hitam, sedangkan untuk warna tinta yang digunakan dalam pembubuhan paraf dan tanda tangan berwarna biru tua.
7. Penomoran Naskah Dinas 

Contoh penomoran:

a)  Naskah Dinas yang ditandatangani Menteri Kesehatan 

Contoh :
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b) Naskah Dinas yang ditandatangani Eselon I 

Contoh :
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“

SURAT TUGAS
NOMOR: ..../...L.......

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...... - S
. dengan ini kami menugaskan kepada:

NIP
Pangkat
Jabatan

9

2

4. Tidak melakukan rekam absensi datang dan/atau pulang,
5. dan seterusnya

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab

Tanggal, Bulan, Tahun
Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap
NIP

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Kilasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Memuat peraturan/dasar

ditetapkannya Surat Tugas

Pejabat/pegawai
menerima perintah

Memuat substansi arahan

yang diperintahkan

Tanggal Penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama
yang di tulis dengan huruf
awal kapital di cetak tebal




c) Naskah Dinas yang ditandatangani Eselon II/ Kepala Satker

Contoh :
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SURAT TUGAS
NOMOR Lokl

Sehubungan dengan surat Saudara nomor s G0N)
 dengan ini kami menugaskan kepada:

(nama, NIP, Pangkat dan Jabatan terlampir)

§3
2
3
4. mencantunkan ketentuan tidak/melakukan rekam absensi baik datang dan/atau
pulang,
5. dan seterusnya

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab

Tanggal, Bulan, Tahun
Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap
NIP

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Kilasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Memuat peraturan/dasar
ditetapkannya Surat Tugas

Pejabat/pegawai
menerima perintah

Memuat substansi arahan

yang diperintahkan

Tanggal Penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama
Lengkap yang di tulis dengan
huruf kapital di cetak tebal




d) Naskah Dinas yang di tandatangani oleh Pejabat Eselon III di Lingkungan Pusat (Surat Tugas dan Nota Dinas)

Contoh :

[image: image52.jpg]DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN

| =

Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap

NIP

Lampiran Surat , Nomor dan
Tanggal

Daftar Pejabat/Pegawai yang
ditugaskan

Nama Lengkap yang di tulis
dengan huruf awal kapital di
cetak tebal





8. Penulisan Alamat Surat 

a) Penulisan alamat dalam naskah dinas dibawah Yth.

Contoh surat Eksternal Ditjen P2P :

Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Jalan Pejambon No.6 

Jakarta Pusat

Contoh surat Internal Ditjen P2P : (berada dalam satu alamat yang sama ) :

  Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan  Pengendalian Penyakit, 

  Kementerian Kesehatan RI  Jakarta

b) Alamat lengkap surat ditulis di amplop.
Contoh surat Eksternal Ditjen P2P :

Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Jalan Pejambon No.6 

Jakarta Pusat

Contoh surat internal Kementerian Kesehatan : (berada dalam satu alamat yang sama ) :

          Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

  Kementerian Kesehatan RI  Jakarta

c) Penulisan nama jabatan di alamat surat dan amplop tidak menggunakan sebutan Bapak atau Ibu.

d) Untuk perhatian (u.p.) digunakan atau ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari pimpinan pejabat yang bersangkutan.

Contoh penggunaan u.p.:

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal P2P


    Direktorat Jenderal P2P 
              u.p. Kepala Bagian Program dan Informasi

A. PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO, dan CAP DINAS

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan amplop.

1. Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk naskah dinas adalah sebagai berikut :

a. Garuda Pancasila berwarna emas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmiyang ditandatangani sendiri oleh Menteri.

b. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris pada naskah dinas.
2.  Penggunaan Logo

a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas instansi pemerintah sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya.

b. Logo yang digunakan di Kementerian Kesehatan adalah Logo Kementerian Kesehatan dan Logo Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Logo Kementerian Kesehatan ditempatkan di sebelah kiri kepala surat, sedangkan Logo Germas ditempatkan di sebelah kanan kepala surat. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat mencantumkan logo UPT disebelah kanan kepala surat menggantikan logo Germas.

c. Logo akreditasi (bagi satker yang sudah memiliki akreditasi) dapat mencantumkan logo akreditasi di pojok kanan bawah naskah dinas.
3. Kepala Naskah Dinas

a. Pada kepala surat dinas Eselon I, dicantumkan logoKementerian Kesehatan, nama Kementerian Kesehatan, nama Unit Kerja Eselon I, alamat lengkap tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimilie, surat elektronik (e-mail) apabila ada, serta garis penutup tebal.

b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang alamatnya berbeda dengan alamat kantor unit utama seperti Rumah Sakit Vertikal, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Besar, Balai dan Politeknik Kesehatan, dicantumkan logo Kementerian Kesehatan, nama Kementerian Kesehatan, nama Unit Kerja Eselon I, nama Unit Pelaksana Teknis, alamat lengkap tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimilie, surat elektronik (e-mail) apabila ada, serta garis penutup tebal.

4. Format Kepala Naskah Dinas

Penggunaan kop naskah dinas hanya pada lembar pertama naskah dinas.

a. Naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I kebawah

1. Naskah dinas yang ditandatangani pejabat eselon I atas nama Menteri Kesehatan menggunakan kop surat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan lambang Kementerian Kesehatan sebagaimana contoh terlampir.
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA IS (

Penomoran mengacu pada
NOTA DINAS Pola Klasifikasi Arsip dan
NOMOR Bobolss menggunakan tinta biru

Yth,

Dari

Hal
Tanggal

Memuat laporan
pemberitahuan, pernyataan
atau  permintaan  yang
bersifat rutin, berupa catatan
ringkas

Tanda Tangan

Nama yang di tulis dengan

Nama Lengkap huruf awal kapital di cetak
Tembusan: tebal, tanpa mencantumkan
; 1 ” NIP dan Cap Dinas
2

3. dan seterusnya

Tembusan Nota Dinas bila
diperlukan





atau 
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Nomor § tanggal, bulan, tahun
sifat

Lampiran

Hal

Yth. Nama Jabatan/Nama Pejabat

(Alinea Pembuka)

(Alinea Isi)

(Alinea Penutup)

Nama Jabatan,
Tanda Tangan dan Cap Dinas
Nama Lengkap

NIP

Tembusan:

2
3. dan seterusnya

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Kilasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Tanggal pembuatan surat

Nama dan Alamat yang dituju

g Memuat isi naskah dinas

Nama yang di tulis dengan
huruf awal kapital di cetak
tebal

Tembusan bila diperlukan





Keterangan:

1) 
Lambang Kementerian Kesehatan diletakkan di sebelah kiri dan logo germas di sebelah kanan. 

2) 
Tulisan KEMENTERIAN KESEHATAN RI atau MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA menggunakan huruf Tahomaukuran15pt dan tebal.
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Nomor tanggal, bulan, tahun
sifat

Lampiran

Hal

Yth. Nama Jabatan/Nama Pejabat

(Alinea Pembuka dan Alinea Isi)

hari, tanggal

waktu pukul
tempat

acara

(Alinea Penutup)

Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap
NIP

3. dan seterusnya

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Klasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Tanggal pembuatan surat

L Memuat isi naskah dinas

- Nama dan Alamat yang dituju

Nama yang di tulis dengan
huruf awal kapital di cetak
tebal

Tembusan bila diperlukan




[image: image56.jpg]Lampiran ........
Nomor
Tanggal

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

“ o @ NN AN

3

Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap
NIP

Lampiran Surat, Nomor dan
Tanggal

Daftar Undangan

Nama Lengkap yang di tulis

dengan huruf awal kapital di
ratal tahal




3)
Tulisan alamat dan nomor telepon menggunakan huruf Tahomaukuran 10pt, garis batas menggunakan ukuran 4.5 pt.

[image: image57.jpg]PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DAN
TENTANG
NOMOR
NOMOR
Pada hari ini, . tanggal, . bulan . tahun  bertempat di
. yang bertanda tangan di bawah ini
1 , selanjutnya disebut Pihak |
2 . selanjutnya disebut Pihak Il

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang
ketentuan sebagai berikut:

, yang diatur dalam

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Klasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

- Memuat identitas para pihak
yang  mengadakan  dan
menandatangani perjanjian

Memuat materi  perjanjian,

yang ditulis dalam bentuk
pasal-pasal
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PEMBIAYAAN

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

LAIN-LAIN
(1) Apabila terjadi ha-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat
dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan
persetujuan kedua belah pihak
(2) Yang termasuk force majeure adalah
a. Bencana alam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama
kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

PENUTUP

Nama Intitusi Pihak Il Nama Institusi Pihak |
Nama Jabatan, Nama Jabatan,
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Pejabat Nama Pejabat

Memuat materi perjanjian,
yang ditulis dalam bentuk
pasal-pasal

Nama pejabat di cetak tebal,

nama Institusi, Jabatan dan
tanda tangan masing-masing
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SURAT KUASA
NOMOR Jiicdiuid:

Yang bertandatangan dibawah ini,
nama
jabatan

alamat

memberi kuasa kepeda
nama
jabatan

alamat

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, tanggal, bulan, tahun
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Tanda tangan Tanda tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP (bila ada) NIP

Logo |Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Klasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Memuat identitas yang
memberikan kuasa

Memuat identitas
menerima kuasa

yang

Memuat pernyataan tentang
pemberian wewenang
kepada pihak lain untuk
melakukan sesuatu tindakan
tertentu

Tempat, tanggal, bulan dan
tahun penandatanganan

Tanda tangan pemberi dan
penerima kuasa, nama ditulis
dengan awal kapital di cetak
tebal dan NIP
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D

Pada hari ini,

masing-masing

.. (nama pejabat) ..

.. (pihak lain)

dan seterusnya

BERITA ACARA

L.

- (NIP dan Jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama,

dan

..., selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ...

Pihak Kedua,

Tanda tangan

Nama Lengkap
NIP

Dibuat di,
Pihak Pertama,

Tanda tangan

Nama Lengkap
NIP

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Klasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Memuat identitas yang terlibat
berita acara

Memuat kegiatan yang akan
dibuatkan berita acara

Tanggal, bulan dan tahun
penandatanganan

Tanda tangan Pihak Pertama
dan Pihak Kedua, nama di
cetak tebal dan NIP (bila ada)

Tanda tangan saksi atau yang
mengesahkan
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43
Y

SURAT KETERANGAN
NOMOR Juoid...d.

Yang bertandatangan dibawah ini
nama
NIP
jabatan

dengan ini menerangkan bahwa
nama
NIP
pangkatigol.
jabatan

Jakarta, tanggal, bulan, tahun

Pejabat Pembuat Keterangan,

Tanda tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap
NIP

Logo |Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di cetak

Penomoran mengacu pada
Pola Kilasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Memuat identitas
memberikan keterangan

yang

£ Memuat identitas yang

diberikan keterangan
Ne————————————

Memuat Informasi mengenai
hal atau seseorang untuk
kepentingan kedinasan

Tanda tangan Pihak Pertama
dan Pihak Kedua, nama
lengkap dan NIP

Kota sesuai dengan tempat
penandatanganan, tanggal
bulan dan tahun, tanda

tangan dan cap dinas serta

mencantumkan
cetak tebal

nama di
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SURAT KETERANGAN
NOMOR: ... ./.... ...

Yang bertandatangan dibawah ini

nama
NIP

dengan ini menerangkan bahwa pada hariini ......
terjadi halperistiwa:

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

tanggal, bulan, tahun

Pejabat Pembuat Keterangan,

Tanda tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap
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tanggal, bulan, tahun J Tanggal pembuatan surat

Alamat tujuan surat

H

SURAT PENGANTAR
NOMOR o )

Penomoran mengacu pada
Pola Klasifikasi Arsip dan
menggunakan tinta biru

Naskah Dinas yang Dikirimkan T Banyaknya Keterangan

Memuat Informasi mengenai
naskah dinas yang dikirim

Diterima tanggal
Penerima Pengirim
Nama Jabatan, Nama Jabatan,

Tanggal diterima, Tanda
tangan Pihak Penerima dan
Pengirim dengan cap Dinas
masing-masing, serta nama
lengkap di cetak tebal dan
NIP

Tanda tangan dan Cap Dinas Tanda tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP NIP

No. Telepon

Tembusan
1
2

3. dan seterusnya
Tembusan bila ada
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2. Surat yang ditandatangani pejabat eselon I atas nama sendiri, pejabat eselon II atas nama pejabat eselon I dan pejabat eselon II atas nama sendiri menggunakan kop surat dalam Bahasa Indonesia dengan lambang Kementerian Kesehatan sebagaimana contoh terlampir.
Contoh Kop Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
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Keterangan:
1) Lambang Kementerian Kesehatan diletakan di sebelah kiri dan logo germas di sebelah kanan.
2) Tulisan KEMENTERIAN KESEHATAN meng​gunakan huruf Tahoma   ukuran15pt dan tebal.
3) Tulisan Unit Utama menggunakan huruf Tahoma ukuran 12 pt dan tebal.
4) Tulisan Satuan Kerja yang berbeda dengan alamat unit utama menggunakan huruf Tahoma ukuran12 pt.
5) Tulisan alamat dan nomor telepon menggunakan huruf Tahoma ukuran 10pt.

6) Garis batas menggunakan ukuran 4,5 pt
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Keterangan:

1) Lambang Kementerian Kesehatan diletakan di sebelah kiri dan logo germas di sebelah kanan.
2) Tulisan KEMENTERIAN KESEHATAN meng​gunakan huruf Tahoma ukuran15pt dan tebal.
3) Tulisan Unit Utama menggunakan huruf Tahoma ukuran 12 pt dan tebal.
4) Tulisan Satuan Kerja yang berbeda dengan alamat unit utama menggunakan huruf Tahoma ukuran 12 pt.
5) Tulisan alamat dan nomor telepon menggunakan huruf Tahoma ukuran 10pt.

6) Garis batas menggunakan ukuran 4,5 pt.

3. Surat yang ditandatangani Kepala Balai Besar/ Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BB/BTKLPP), menggunakan kop surat dalam Bahasa Indonesia dengan lambang Kementerian Kesehatan. SedangkanLogo KANdigunakan untuk sertifikat hasil uji yang sudah terakreditasi.
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5. Penggunaan Cap Dinas 

a. Jenis


Cap dinas ada 2 macam, yaitu:

1) Cap instansi

2) Cap jabatan
b. Warna

Cap dinas menggunakan tinta berwarna ungu.

c. Penggunaan

1) Cap instansi

a) Cap instansi Kementerian Kesehatan digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat eselon I atas nama Menteri Kesehatan.

b) Cap Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit digunakan dalam seluruh naskah dinas yang dikeluarkan oleh pejabat struktural (selain Direktur Jenderal) di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

c) Cap UPT tidak diperkenankan penggunaannya dalam naskah dinas. Cap UPT diperkenankan hanya untuk keperluan pertanggungjawaban yang membutuhkan identitas UPT.

2) Cap jabatan

a) Cap Menteri Kesehatan digunakan hanya untuk menyertai tanda tangan Menteri Kesehatan atau Menteri ad. Interim apabila Menteri Kesehatan sedang berhalangan/tidak ada.

b) Cap Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit digunakan untuk menyertai tanda tangan Direktur Jenderal atau pejabat sementara (pjs) yang ditunjuk.

3) Penggunaan cap dinas terletak di sebelah kiri tanda tangan naskah dinas dan mengenai tanda tangan pejabat yang berwenang.

4) Untuk Naskah Dinas berbahasa Inggris tidak menggunakan cap, baik cap instansi maupun jabatan.

d. Bentuk ukuran, huruf, dan isi tulisan

1) Bentuk


Bentuk cap dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah bulat.
2) Ukuran


Ukuran setiap lingkaran pada capdinas di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan ukuran diameter sebagai berikut :

a) Ring 1 dengan garis tengah 40 mm dan tebal garis 1,5 mm

b) Ring 2 dengan garis tengah 38 mm dan tebal garis 1 mm

c) Ring 3 dengan garis tengah 30 mm dan tebal garis 1,5 mm

d) Ring 4 dengan jari-jari dimulai dari R3 = 0,7 mm dan tebal garis 1,5 mm




3) Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf kapital dengan ukuran yang disesuaikan dengan besarnya cap serta jumlah atau banyaknya huruf yang ada didalam cap tersebut.

4) Isi tulisan pada cap instansi/jabatan Kementerian Kesehatan

a) Isi tulisan pada cap instansi Kementerian Kesehatan diatur sebagai berikut:

1) Isi tulisan diantara lingkaran kedua dan ketiga adalah nama KEMENTERIAN KESEHATAN.

2) Pemisah antara tulisan KEMENTERIAN dan KESEHATAN diberikan dua tanda bintang bersudut lima pada sisi kiri dan kanan.

3) Didalam garis lingkaran ketiga terdapat dua garis sejajar yang di dalamnya bertuliskan REPUBLIK INDONESIA.

Contoh cap Instansi Kementerian Kesehatan :


b) Isi tulisan pada cap unit kerja dan jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (setingkat eselon I) di atur sebagai berikut :

1) Isi tulisan diantara lingkaran kedua dan ketiga adalah nama KEMENTERIAN KESEHATAN pada bagian atas.

2) Di bagian bawah bertuliskan REPUBLIK INDONESIA

3) Pemisah antara tulisan KEMENTERIAN KESEHATAN dan REPUBLIK INDONESIA diberikan dua bintang bersudut lima pada sisi kiri dan kanan.

4) Didalam garis lingkaran ketiga terdapat dua garis sejajar yang didalamnya bertuliskan nama unit organisasi dan jabatan di Kementerian Kesehatan.

Contoh cap unit kerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan jabatan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
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6. Logo Garuda untuk Penerbitan Dokumen Kesehatan yang diterbitkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Stempel dengan lambang garuda digunakan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai pintu masuk Negara atas rekomendasi WHO.

a. Ukuran

Ukuran setiap lingkaran pada cap dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan ukuran diameter sebagai berikut :

1) Diameter cap sebesar 2,5 cm

2) Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf capital dengan ukuran yang disesuaikan dengan besarnya cap serta jumlah atau banyaknya huruf yang ada didalam cap tersebut.

3) Isi tulisan pada cap garuda diatur sebagai berikut :

a) Isi tulisan diantara lingkaran kedua dan ketiga adalah nama GOVERMENT OF INDONESIA.

b) Pemisah antara tulisan GOVERNMENT OF INDONESIA diberikan satu tanda bintang bersudut lima.

4) Di dalam garis lingkaran ketiga terdapat dua garis sejajar yang di dalamnya bertuliskan EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE SERVICE

5) Ditengah logo burung garuda sebagai lambang Negara, dibawahnya terdapat angka sebagai kode Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai pintu masuk Negara


b. Peruntukan

Cap dengan burung garuda digunakan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.

7. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas.

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.

a. Pengertian

1. Perubahan 

Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

2. Pencabutan

Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinasyang baru ditetapkan.

3. Pembatalan

Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam naskah dinas yang baru.  

4. Ralat

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materinaskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang baru.
b. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat.

1) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

2) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.

8. Nomor Halaman 

Nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

9. Amplop

Standar ukuran Amplop dinas adalah sebagai berikut:

a. Surat biasa: 110 x 250 mm, sedangkan untuk surat yang bersifat rahasia pada amplop luar 115 x 255 mm dengan ketebalan 35,5 - 100 g/m2.

b. Surat dengan kertas A4 tanpa dilipat: 340 x 250 mm.

c. Warna amplop putih dipergunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan warna amplop cokelat muda dipergunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan.

d. Logo pada Amplop dicetak di sebelah kiri atas.

Contoh Amplop Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :
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Contoh Amplop Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam bahasa Inggris:
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Contoh Format Melipat Kertas Surat
10. Ketentuan Jarak Spasi serta Kata Penyambung

a. Dalama penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1) Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi.

2) Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan baris kedua adalah satu spasi.

3) Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

b. Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian. 
Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris Paling bawah

naskah dinas …

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah naskah dinas atau bagian mana dari …dst.

11. Tembusan 

Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut. 

12. Lampiran 

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. 
BAB IV

PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

1. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara;

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius bagi privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;
3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan

4. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. 
Hak Akses Naskah Dinas:

1. Hak akses untuk Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, diberikan kepada Menteri Kesehatan dan yang setingkat dibawahnya, serta pengawas internal/eksternal dan penegak hukum apabila sudah diberikan izin; dan

2. Hak akses Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, diberikan kepada semua pejabat dan staf yang berkepentingan.
B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses
1. Pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses

Diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia. 

Kode derajat klasifikasi, meliputi:

a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan menggunakan tinta warna merah; dan

b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan tinta warna merah.


Tata cara pemberian kode dalam penomoran: 


KKA/Unit Pengolah/No. Urut/SR  atau R/Tahun 

Contoh:

PS.04.02/1/1717/R/2016

2. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia. 

Pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat rahasia dapat menggunakan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan naskah dinas. Pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat rahasia dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan ketatausahaan. Nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan digunakan antara lain pada Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dan ijasah politeknik kesehatan. 

BAB V

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat keputusan/kebijakan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggiKementerian Kesehatan.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah yang tidak bersifat keputusan/kebijakan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya.

Surat keluar ke instansi lain harus ditandatangani minimal oleh Pejabat setingkat eselon 2, sedangkan untuk UPT harus ditandatangani oleh kepala UPT.

Adapun kewenangan penandatanganan naskah dinas di lingkungan Ditjen P2P, adalah :

1. Direktur Jenderal P2P

a. Direktur Jenderal atas nama (a.n) Menteri Kesehatan, menandatangani surat dinas mengenai kebijaksanaan teknis Kemenkes sesuai tugas pokok Direktur Jenderal yang ditujukan kepada:

1) Pimpinan Tinggi Kementerian/Lembaga lain

2) Gubernur

b. Direktur Jenderal atas nama sendiri, menandatangani naskah dinas mengenai kebijaksanaan teknis/pelaksanaan sesuai tugas pokok Direktur Jenderal yang ditujukan kepada :

1) Menteri Kesehatan

2) Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan

3) Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian lain

4) Kepala UPT di Lingkungan Ditjen P2P

5) Kepala Dinas Kesehatan

6) Lembaga Donor Asing

2. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) P2P

a. Sesditjen atas nama (a.n) Dirjen P2P, menandatangani naskah dinas mengenai kebijakan pelaksanaan administrasi, organisasi, dan tata laksana sesuai tugas pokok Dirjen P2P yang ditujukan kepada :

1) Menteri Kesehatan

2) Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan

3) Lembaga Donor Asing
b. Sesditjen atas nama sendiri, menandatangani naskah dinas mengenai pelayanan teknis pelaksanaan administrasi, organisasi, dan tata laksana sesuai tugas pokok Sesditjen yang ditujukan kepada:

1) Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan

2) Kepala UPT di Lingkungan Ditjen P2P dengan tembusan Direktur Jenderal P2P.

3) Kepala UPT di lingkungan Kemenkes dengan tembusan Sekretaris Unit Utama Pembina UPT.

3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen P2P

a. Direktur atas nama (a.n) Direktur Jenderal P2P, menandatangani surat dinas mengenai kebijakan teknis sesuai tugas pokok Direktur Jenderal yang ditujukan kepada :

1) Menteri Kesehatan

2) Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan

b. Direktur atas nama sendiri, menandatangani naskah dinas mengenai pelaksanaan kebijakan teknis sesuai tugas pokok direktur yang bersangkutan yang ditujukan kepada :

1) Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan

2) Kepala UPT di Lingkungan Ditjen P2P dengan tembusan Direktur Jenderal P2P.

3) Kepala UPT di lingkungan Kemenkes dengan tembusan Sekretaris Unit Utama Pembina UPT.

4. Para Kepala UPT

Kepala UPT atas nama sendiri menandatangani naskah dinas pelaksanaan tugas pokok UPT yang bersangkutan yang ditujukan kepada:

a. Pejabat di Lingkungan Ditjen P2P

b. Pejabat Lintas Sektor dan Lintas Program/ Pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi UPT dengan tembusan Direktur Jenderal dan/atau Sekretaris Unit Utama Pembina UPT

5. Naskah dinas yang bersifat rutin diperbolehkan untuk ditandatangani oleh pejabat/staf pelaksana yang menerima pelimpahan wewenang dari Kepala Satker/UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku, diantaranya :

a. Pelimpahan wewenang dari Kepala Satker:

1) Surat permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)

2) Surat permohonan terkait pemeliharaan
b. Pelimpahan wewenang dari Kepala UPT

1) Surat tugas bagi pegawai di lingkungan TU Direktorat yang ditanda tangani oleh Kasubbag TU Direktorat.

2) Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan (Port Health Quarantine Clearance).
3) Surat Laik Terbang
4) Sertifikat Izin Karantina (Certificate of Pratique (CoP)).
5) Buku Kesehatan Kapal (Ship’s Health Book).
6) Surat Izin Angkut Orang Sakit
7) Surat Angkut Jenasah
8) Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal (Ship's Certificate of Medicine).
9) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC)).
10) Sertifikat Pengawasan Kualitas Air (Certificate of Water Quality Control).
11) Plakat Tingkat Mutu Higiene Sanitasi (Placard of Hygiene Sanitation Quality Grade).
12) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga (Certificate of Eligibility for Hygiene Sanitary of Food Service).
13) Surat Keterangan Pengujian Kesehatan (Certificate of Medical Examination).
14) Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal (Ship's Certificate of Medicine).
15) Sertifikat Pengawasan P3K Pesawat
16) Surat Izin Angkut Orang Sakit (Travel Clearance).
17) Surat Izin Angkut Jenazah (Human Remains Transit Permit)
18) Surat Keterangan Kelaikan Terbang Penumpang (Fitness for Air Travel/Medical Certificate)
19) Surat Keterangan Kontraindikasi (Medical Contraindication to Vaccination)
20) Sertifikat Hasil Uji (SHU)
MATRIKS KEWENAANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS

	No
	Jenis

Naskah Dinas
	Menteri
	Sekretaris Jenderal
	Dirjen


	Sesditjen/ Direktur
	Kepala UPT
	Kabag/

Kabid/

Kasubdit
	Kasubbag
	Koordinator Wilker
	Perwira Jaga
	KPA
	PPK
	POKJA/PP
	PPHP

	1. 
	Peraturan
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Pedoman
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Instruksi
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Keputusan
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Prosedur Tetap
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Sertifikat/Penghargaan
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Surat Edaran
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Surat Perintah
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Surat Tugas
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V **
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Surat Dinas
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	V
	V
	V
	V

	12. 
	Nota Dinas
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V 
	
	
	
	
	
	

	No
	Jenis
Naskah Dinas
	Menteri
	Sekretaris Jenderal
	Dirjen
	Sesditjen/ Direktur
	Kepala UPT
	Kabag/
Kabid/
Kasubdit
	Kasubbag/Kasi
	Koordinator Wilker
	Perwira Jaga
	
	
	
	

	13. 
	Surat Undangan
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Surat Perjanjian
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	

	15. 
	Surat Kuasa
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Berita Acara
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	V
	V
	V
	V

	17. 
	Surat Keterangan
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Surat Pengantar
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Pengumuman
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	V
	

	20. 
	Laporan
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	

	21. 
	Telaahan Staf
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


** )   Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat dan Pusat dapat menandatangani surat tugas untuk bawahannya.
Catatan/Masukan: 

- Untuk Otorisasi barang masuk/keluar barang persediaan digudang 
- Surat Jalan Barang keluar /masuk
B. Garis Kewenangan dan Penandatanganan
1. Penggunaan Garis Kewenangan

Pimpinan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau instansinya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika naskah dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

2. Penandatanganan

Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas adalah sebagai berikut:

a. Atas nama (a.n.) 

Atas nama digunakan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Pelimpahan wewenang tersebut diberikan secara tertulis dalam surat kuasa, keputusan, mandat, instruksi, atau disposisi;

2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

3) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang menerima pelimpahan;

4) Rentang pelimpahan paling banyak hanya dua tingkat dihitung dari pelimpahan jenjang pertama, kecuali urusan kepegawaian;

5) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan;

6) Pejabat yang menerima wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi pelimpahan wewenang; dan

7) Penomoran naskah dinas a.n. menggunakan nomor pejabat yang menandatangani (Pejabat yang di atas namakan)
8) (ketika semua pejabat yang berwenang berhalangan, siapa yang berhak bertanda tangan)
Catatan/masukan: 

· Antara lampiran dan surat depannya di tandatangin pejabat yang sama

Contoh:

a.n. Direktur Jenderal P2P, 



     Sesditjen P2P,


dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA

NIP 195912131985121002 

b. Untuk beliau (u.b.)

u.b. digunakan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Jika pejabat yang diberi kuasa memberi mandat kepada pejabat satu tingkat dibawahnya. Oleh sebab itu, u.b. digunakan setelah a.n. ;

2) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan; dan

3) Pejabat yang menerima wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi pelimpahan wewenang.

4) Penomoran naskah dinas u.b. menggunakan nomor pejabat yang menandatangani.

Contoh:

a.n. Menteri  Kesehatan

       Direktur Jenderal P2P,

u.b.

Direktur P2PTVZ

drg. R Vensya Sitohang, M.Epid

NIP196512131991012001
C. Pelaksana Tugas (Plt.)
Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas yang disingkat (Plt.) adalah sebagai berikut:

1. Digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut;

2. Pelimpahan wewenang diberikan kepada pejabat struktural setingkat; dan

3. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

Contoh:

    Plt. Kepala KKP Bengkulu,

Marina Arifin, SKM, MKM

NIP 196803171991022002

D. Pelaksana Harian (Plh.)
Ketentuan penandatanganan pelaksana harian yang disingkat (Plh.) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sesuai surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.20-3/99 (7 hari kerja), sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya;

2. Kewenangan penandatanganan naskah dinas dikecualikan untuk kebijakan dan keuangan;

3. Pelimpahan wewenang diberikan kepada pejabat struktural satu tingkat dibawahnya atau yang setingkat dan berada dalam satu unit yang sama;

4. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali bertugas; dan

5. Plh. bertanggungjawab kepada pejabat definitive yang baru.
Contoh :

Plh. Kepala KKP Kelas II Balikpapan,

       Solihin, SKM, MPH

       NIP196609121989031012
BAB VI

PENGENDALIAN NASKAH DINAS


Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:

A. Naskah Dinas Masuk

1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari orang/lembaga lain (eksternal). Prinsip-prinsip penanganan naskah dinas masuk: 

a. Penerimaan naskah dinas masuk  dipusatkan dan dianggap sah apabila diterima oleh petugas di Bagian Tata Usaha/Subbag Tata Usaha, diteruskan ke Subbag TU Direktorat yang dituju, khusus UPT hanya sampai di TU UPT.
b. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit masing-masing.
2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penerimaan 


Naskah dinas masuk dicek keabsahan sesuai dengan nama dan alamat yang dituju.

b. Pencatatan 

1) Naskah dinas masuk dan diterima oleh petugas penerimaan, dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan.

2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas (Buku Agenda atau Agenda Elektronik). Registrasi naskah dinas meliputi:

a) Nomor urut pencatatan;

b) Tanggal penerimaan;

c) Nomor dan tanggal naskah dinas;

d) Asal naskah dinas;

e) Isi ringkas naskah dinas;

f) Unit kerja yang dituju; dan

g) Keterangan. 

h) Sifat Surat

c. Pengarahan/Disposisi

1) Pengarahan/Disposisi naskah dinas masuk dengan sifat sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah/pejabat yang dituju tanpa membuka sampul; dan

2) Pengarahan/Disposisi naskah dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui unit pengolah/pejabat yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut. 

d. Penyampaian 

1) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai dengan arahan disertai bukti penyampaian naskah dinas.

2) Bukti penyampaian naskah dinas masuk (Buku ekspedisi atau lembar tanda terima penyampaian) memuat informasi tentang:

a) Nomor urut pencatatan;

b) nomor dan tanggal naskah dinas;

c) Asal naskah dinas;

d) Isi ringkas naskah dinas yang isinya dapat berupa hal atau rangkuman isi surat sesuai kebutuhan;

e) Sifat Surat;

f) Unit kerja yang dituju;

g) Waktu penerimaan; dan

h) Tandatangan dan nama penerima di unit pengolah.

B. Naskah Dinas Keluar

1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim ke orang/lembaga lain. Prinsip-prinsip pengendalian naskah dinas keluar: 

a. Pengiriman naskah dinas keluar dilakukan oleh tata usaha unit pengolah. 

b. Untuk surat yang bersifat biasa sebelum dikirim harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan naskah dinas, meliputi:

1) Nomor dan tanggal naskah dinas;

2) Cap Dinas;

3) Tanda tangan;

4) Alamat yang dituju; dan

5) Lampiran jika ada.

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pencatatan

1) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan mencatat naskah dinas pada buku/ agenda Elektronik. Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi:

a) Nomor urut;

b) Tanggal pengiriman;

c) Nomor dan tanggal naskah dinas;

d) Tujuan naskah dinas;

e) Isi ringkas naskah dinas yang isinya dapat berupa hal atau rangkuman isi surat sesuai kebutuhan; dan

f) Keterangan (proses pengiriman; kirim langsung, melalui pos, atau melalui email)

b. Penggandaan

1) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak naskah dinas dengan sarana penggandaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.

3) Penggandaan naskah dinas keluar  yang  kategori klasifikasi  keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi secara ketat.

4) Halaman pertama naskah dinas harus menggunakan kop asli dan penandatangan menggunakan cap basah.

c. Pengiriman

1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R),Terbatas (T),dan pembubuhan cap dinas. 
2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T),dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap dinas.

d. Kecepatan penyampaian

a. Amat Segera/Kilat adalah surat dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam.

b. Segera adalah surat dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam.

c. Biasa adalah surat dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir.

e. Penyimpanan

1) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus didokumentasikan oleh unit pengolah.

2) Naskah dinas keluar yang disimpan merupakan verbal, konsep dan naskah dinas akhir yang diparaf dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya.

3) Penyimpanan verbal, konsep dan naskah dinas akhir keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau masalah yang sama.

BAB VII

PENUTUP
Pedoman Tata Naskah Dinas ini agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

LAMPIRAN


CONTOH IFORMAT SURAT KEPUTUSAN

CONTOH 2 FORMAT SURAT EDARAN

CONTOH 3FORMAT SURAT PERINTAH


Contoh 4 

Format Surat Tugas

Contoh 4 

Format Surat Tugas Berkelompok

CONTOH

FORMAT LAMPIRAN SURAT TUGAS UNTUK BERKELOMPOK


CONTOH 5
FORMAT NOTA DINAS

CONTOH 6
FORMAT SURAT DINAS

Catatan/masukan: Penulisan halaman pada surat dinas dan surat nota dinas lebih dari satu halaman
CONTOH 7
FORMAT SURAT UNDANGAN 

Catatan: kenapa penulisan hari tgl di tab kedalam, kenapa tidak sejajar lurus
CONTOH

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN


Catatan: format lampiran undangan apa perlu menggunakan table?
CONTOH 11
FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR LEMBAGA DALAM NEGERI

UNTUK PEJABAT ESELON 1 KEBAWAH


CONTOH 12
FORMAT MAP UNTUK NASKAH DINAS PERJANJIAN


CONTOH 13
FORMAT SURAT KUASA

CONTOH 14
FORMAT BERITA ACARA
CONTOH 15
FORMAT SURAT KETERANGAN TENTANG SESEORANG


CONTOH 16
FORMAT SURAT KETERANGAN TENTANG HAL/PERISTIWA

CONTOH 17
FORMAT SURAT PENGANTAR
CONTOH 18
FORMAT PENGUMUMAN
CONTOH 19
FORMAT LAPORAN


CONTOH 20
FORMAT TELAAHAN STAF

CONTOH 21

FORMAT SERTIFIKAT IZIN KARANTINA.

(CERTIFICATE OF PRATIQUE)
Catatan/masukan: untuk pengarsipan sertifikat perlu dicopy, diparaf dan distempel basah
CONTOH 21
FORMAT LAIK BOGA KKP


CONTOH 22
FORMAT MEDICAL EXAM KKP
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Pl e

e i ek Por ok Ofice’ S e





CONTOH 22
FORMAT PHQC KKP

[image: image10.jpg]



CONTOH 23
FORMAT SERTIFIKAT KUALITAS AIR KKP
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CONTOH 24
FORMAT SMCC (SHIPS MEDICAL CHEST CERTIFICATE) KKP


CONTOH 25
FORMAT TRAVEL CLEARENCE

[image: image12.jpg]



CONTOH 26
FORMULIR PEMINJAMAN RUANG RAPAT


Catatan/masukan: dengan melampirkan surat undangannya
CONTOH 27
FORMULIR USULAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN

CONTOH 28
FORMULIR PERMINTAAN ATK
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Catatan/masukan: nama kepala gudang diganti oleh penanggung jawab sekretariat, direktorat masing-masing satker, dan di ganti judul menjadi formulir permintaan barang logistik
CONTOH 29
FORMULIR PERMOHONAN PEMELIHARAAN/PERBAIKAN BARANG


Catatan/masukan: point permasalahan dipindah ke table uraian permasalahan
CONTOH 30
FORMULIR PEMELIHARAAN/PERBAIKAN SARANA PRASARANA


CONTOH 31
LAPORAN HASIL PENGUJIAN
[image: image14.png]KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I PALEMBANG
Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 55, Alang-alang Lebar Palembang 30154
Telepon (0711) 564 5921 Faksimile (0711) 564 5923

No. Kode : FORMAT Terbitan / Revisi: ......

Tanggal Revisi : «eveueeenr

LAPORAN HASIL PENGUJIAN DAN
Tanggal Terbit : KALIBRASI Halaman : ..... dari........

LAPORAN HASIL PENGUJIAN & KALIBRASI
. UMUM
Jenis Air
Berasal dari

Diambil tanggal
Diterima tanggal

Kode No. Lab.
1. HASIL UJI
Satu Limit Baku q
No Parameter o Metode deteksi Muty Hasil

Perhatian: Hasil Pengujian dan Kalibrasi hanya berlaku untuk contoh di atas.

Mengetahui :
an.K epala Kepala
Kabid. Pengembangan Teknologi dan Instalasi ..............c.c......
Laboratorium
NIP. o NIP. ...l





CONTOH 32
SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL PENGUJIAN

[image: image15.png]KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I PALEMBANG
Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 55, Alang-alang Lebar Palembang 30154
Telepon (0711) 564 5921 Faksimile (0711) 564 5923

No.Kode :............. FORMAT Terbitan / Revisi :
SURAT PENGANTAR Tanggal Revisi
LAPORAN HASIL PENGUJIAN
Tanggal Terbit: ............ & KALIBRASI Halaman: ..... dari

Nomor SR
Lampiran
Hal [

Bersama ini kami sampaikan hasil pemeriksaan kualitas dengan nomor laboratorium
kualitas nomor laboratorium ., yang dikirim/diambil pada tanggal
Bapak/lbu . dari ...

N oleh

. HASIL PEMERIKSAAN :
Periksa lampiran

II. BIAYA PEMERIKSAAN :
Sudilah/sudah membayar kepada Bendaharawan Penerima Khusus BB/BTKLPP

Demikian mohon menjadi periksa dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima
kasih.

Kepala,





CONTOH 33
SURAT PEMBERITAHUAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN

[image: image16.png]KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
a DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I PALEMBANG
Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 55, Alang-alang Lebar Palembang 30154
Telepon (0711) 564 5921 Faksimile (0711) 564 5923

No.Kode :....oouueeenn FORMAT Terbitan/ Revisi : ......
SURAT PEMBERITAHUAN Tanggal Revisi: .........
HASIL PENGUJIAN &
Tanggal Terbit : ............ KALIBRASI Halaman: ..... dari ..

Diberitahukan dengan hormat bahwa hasil Pengujian dan Kalibrasi contoh uji yang
dikiimkan ke BB/BTKLPP ... telah selesai dilakukan, sesuai surat
Nomor Laboratorium ............ adapun

pengantar Nomor ......

jumlah biaya sebesar Rp. ..

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala BB/BTKLPP ....................

(-
N





CONTOH 34
FORMULIR PERMOHONAN IZIN

SURAT KETERANGAN

Nomor : ..............................

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
:
........................................................................

NIP
:
........................................................................

Pangkat/Gol
:
........................................................................

Jabatan
:
........................................................................

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama
:
........................................................................

NIP
:
........................................................................

Pangkat/Gol.:
........................................................................

Jabatan
:
........................................................................

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari .............. tanggal ..................antara pukul ...............s.d .......

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................., ..............20.....

(Atasan Langsung)

................................. NIP

Tembusan:

1. Pejabat Eselon II yangbersangkutan

2. Pejabat Eselon III/IV yang menanganikepegawaian

Catatan: untuk form ini sudah tidak berlaku(akan dihapus), karena mulai tahun 2018 ini sudah tidak berlaku lagi untuk ijin

CONTOH 35
FORMULIR CUTI SAKIT

[image: image17.png]CONTOH SURAT PERMINTAAN
CUTISAKIT s

Yth. .
melalui
di
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama TSP SO SO SE PO PR O RO OURRROPPPPROONY
NIP OSSOSO SO USOSUS PSSO PSSO
Pangkat/golongan ruang & ...
Jabatan S PR P PP PR PP
Satuan organisasi SO S O US O SOSOSSS T S OO SRS U RSP SS O UORRRRROPON
dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama ..................... (e ) hari/bulan *

karena saya menderita sakit/gugur kandung/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan
tugas kewajiban *, sesuai dengan surat keterangan dokter/bidan * terlampir.

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN : CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN
LANGSUNG :

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN CUTI :

* Coret yang tidak perlu




Catatan: Catatan: untuk form cuti ini akan dihapus

CONTOH 36
FORMULIR CUTI KARENA ALASAN PENTING
[image: image18.png]CONTOH PERMINTAAN
CUTI KARENA ALASAN

PENTING e . tanggal........
Kepada
YR
melalui ...
di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama OSSR TSP PSP PRSP PR
NIP TSRS

Pangkat/golongan ruang PSSP

Jabatan SO S PP S USSR SRRSO

Satuan organisasi SO S SO UOU SO PO DR PUURRPORRPOON

dengan ini mengajukan permintaan cuti karena alasan penting selama
tanggal......................karena

2. Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG :| KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG :





Catatan: Catatan: untuk form cuti ini akan dihapus 

CONTOH 37
FORMULIR CUTI TAHUNAN

[image: image19.png]CONTOH PERMINTAAN
CUTITAHUNAN e , tanggal ...

di

YYang bertanda tangan dibawah ini :
Nama e
NIP e

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Satuan organisasi SO PO US USSR U ST S SO U OSSP PORTRPO

dengan ini mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun ......... selama ... hari kerja,
terhitung mulai tanggal ....................

Selama menjalanan cuti alamat saya adalah di ...

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
(- -)
NI
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN/ PERTIMBANGAN ATASAN
LANGSUNG:
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang
bersangkutan:
1. | Cuti Tahunan N I
2 Cuti Besar N I
3 Cuti Sakit N I KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
- - N MEMBERIKAN CUTI:
4. | CutiBersalin N I
5 Cuti Karena Alasan Penting | | ...cccoooeoienne ( \
6. Keterangan lain-lain N IR NIP oo





CONTOH 38
 FORMULIR CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

[image: image20.png]CONTOH PERMINTAAN
CUTI DI LUAR
TANGGUNGAN NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP

Pangkat/golonganruang
Jabatan

Satuan organisasi

.., Tanggal ..

Kepada
YR e
melalui ...
di

dengan ini mengajukan permintaan cuti di luar tanggungan Negara selama ............ bulan/tahun*

terhitung mulai tanggal.......................

dengan alasan sebagai berikut :

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN :

CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN
LANGSUNG :

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN CUTI :

*. Coret yang tidak perlu





Catatan: Catatan: untuk form cuti ini akan dihapus
CONTOH 39
FORMULIR PERMINTAAN PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

CONTOH 40
FORMULIR LAPORAN TELAH SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

[image: image21.png]CONTOH LAPORAN TELAH SELESAI
MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN

NEGARA
.......................... . tanggal.......
Kepada
YR e
melalui ...
di
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama e
NIP
Pangkat/golonganruang
Jabatan
Satuanorganisasi ettt
dengan ini melaporkan bahwa saya pada tanggal ........................... telah selesai menjalankan cuti di
luar tanggungan Negara yang diberikan dengan Keputusal *
NOMOT......ciiecc e tanggal.........cooooiiiiiiiis

Sehubungan dengan itu saya mengajukan permohonan untuk dapat diangkat dan diaktifkan
kembali.

Demikianlah laporan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

NIP

* Tulislah jabatan pejabat yang memberikan cuti di luar
tanggunganNegara.




CONTOH 41
FORMULIR UNTUK PENYALURAN PENEMPATAN PADA INSTANSI LAIN

[image: image22.png]CONTOH LAPORAN UNTUK

PENYALURAN
PENEMPATAN PADA tenggel
INSTANSI LAIN
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
di
JAKARTA
Nomor
Hal Permintaan penyaluran pegawai
1. Bersama i diberitahukan bahwa
Nama
NIP
P: ruang terakhir
Jabatan terakhir
Satuan ferakhir
Nomor. tanggal

telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara selama.......

2 B suratnya tanggal. yang telah diri dan meminta
untuk dapat diangkat dan dipekerjakankembali

3. Permintaan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat dipenuhi
karena lowongan pada instansi kami telah terisi penuh.

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diminta bantuan Saudara untuk dapat menyalurkan
kepada instansi lain yang membutuhkannya. Sebagai bahan Saudara maka dengan ini kami sampaikan
data kepegawaian yang bersangkutan secara lengkap.

5. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

an

NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada
Sdr .

* Tulislah nama pegawai yang
bersangkutan.




CONTOH 42
FORMULIR CUTI BESAR

[image: image23.png]CONTOH PERMINTAAN
CUTIBESAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP

Pangkat/golonganruang

Jabatan

Satuan organisasi

dengan ini mengajukan permintaan cuti besar selama ....................... karena saya telah bekerja secara
terus menerus selama . tahun. Selama menjalankan cuti ini alamat saya adalah di

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaima mestinya.

Hormat saya,

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN : CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN
LANGSUNG :

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN CUTI :

" *2. Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti




CONTOH 43
FORMULIR CUTI MELAHIRKAN

[image: image24.png]CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI
MELAHIRKAN L Tanggal ..o
Kepada

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang ..o
Jabatan S

Satuanorganisasi

dengan ini mengajukan permintaan cuti bersalin untuk persalinan yang ke Jeuti di luar
tanggungan Negara untuk persalinan * terhitung mulai tanggal ....................ccocooii

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN : CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN
LANGSUNG :

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN CUTI :

(o
NIP.

*. Coret yang tidak perlu
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Sesjen





Paraf 


Eselon I





Menteri Kesehatan,








Nila Farid Moeloek





Nila Farid Moeloek








Paraf 


Eselon II





Paraf 


Eselon I








Sekretaris Jenderal,








drg. Oscar Primadi, MPH


NIP 196110201988031013





Paraf 


Eselon II





Paraf 


Ses Ditjen








Direktur Jenderal Pencegahan dan     Pengendalian Penyakit,











 dr. Anung Sugihantono, M.Kes


 NIP 196003201985021002





Paraf 


Eselon IV





Paraf 


Eselon III








Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan     Pengendalian Penyakit,











 dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MPH 


 NIP 195912131985121002





Paraf 


Kasubag TU





Paraf 


Eselon III








Paraf 


Eselon III





Paraf 


Eselon II








Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan     Pengendalian Penyakit,











dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MPH


NIP 195912131985121002





Kepala BBTKL PP Surabaya,











 Zainal Ilyas Nampira 


 NIP 196001021980101001





Paraf 


Kabag TU








Paraf 


Eselon III terkait





Paraf 


Eselon IV terkait





Paraf 


Kasubbag TU








Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan


II Bandung,








 Ananto Prasetya Hadi 


 NIP 197109242001121001





2 cm





1,5 cm





1,5 cm





2,7 cm





1,5 cm





2,5 cm





2,5 cm





R1





R2





R3





R4





R3





R2





R1





R4





R4











Dinas …











Dinas …
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dinas atau bagian mana dari ……………………. dst
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